BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj TENTANG GUGATAN
KEWARISAN ATAS OBYEK SENGKETA YANG TELAH DIPUTUS
OLEH PENGADILAN NEGERI

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang
1. Profil Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jendral A. Yani No.
12 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.
Telp. (0334) 881508. Fax (0334) 891395. Untuk membantu kelancaran proses
surat-menyurat, Pengadilan Agama Lumajang memiliki dua alamat surat
elektronik yaitu mail@palumajang.net dan pa.lumajang@gmail.com.

Gedung / Kantor Pengadilan Agama Lumajang adalah milik Negara
yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1976/1977 seluas + 100 m?,
dan memperoleh perluasan seluas + 75 m’ pada tahun anggaran 1997 / 1998.
Bangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah Negara seluas 918 m’
dengan sertifikat hak pakai atas nama Mahkamah Agung RI. Cq. Pengadilan
Agama Lumajang nomor sertifikat: 1292/1982 dan 4475/19.

Pada tahun anggaran 2005 gedung kantor Pengadilan Agama
Lumajang direnovasi menjadi bangunan bertingkat seluas 441 m’. Sehingga

luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m?.
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Pengadilan Agama Lumajang memiliki 2 ruang sidang, 1 umit telpon, Air
PDAM dan Listrik PLN 16.500.000 VA.
Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama kelas [.A
yang menerima perkara setiap tahunnya = 3000 perkara, pada tahun 2006
perkara yang diterima sebanyak 1.956 perkara sedangkan pada tahun 2007
perkara yang diterima sebanyak 2.124 perkara. Pada tahun 2009 perkara yang
diterima sebanyak 2920 perkara, sedangkan pada tahun 2010 perkara yang
diterima sebanyak 3436 perkara. Perkara sebanyak tersebut di atas ditangani
oleh sepuluh orang hakim termasuk Ketua Pengadilan Agama Lumajang.
Sedangkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang termasuk hakim
sebanyak 38 orang.’
. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang
Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang antara lain
sebagai berikut:
a. Visi Pengadilan Agama Lumajang:
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”
b. Misi Pengadilan Agama Lumajang:
1) Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur.
2) Pengadilan Agama yang mandiri dan independen dari campur tangan

pihak lain.

' Laporan PPL Pengadilan Agama Lumajang tanggal 4 Juli 2011-15 Juli 2011.
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3) Memperbaiki akses pelayanan Hukum dan Peradilan.
4) Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses Peradilan.
5) Pengadilan Agama yang efisien, efektif dan bermartabat.
6) Melaksanakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dengan
bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan.’
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang adalah daerah yang
termasuk ruang lingkup Kabupaten Lumajang yang meliputi 21 Kecamatan,

196 Desa, yakni sebagai berikut:

a. Kecamatan Lumajang: Tompokersan, Rogotrunan, Kepuharjo,
Citrodiwangsan, Ditrotunan, Jogoyudan, Jogotrunan, Boreng, Blukon,
Labruk Lor, Denok.

b. Kecamatan Sumbersuko: Grati, Sentul, Labruk Kidul, Kebonsari,
Mojosari, Purwonoso, Petahunan, Banjarwaru.

c. Kecamatan Sukodono: Kutorenon, Dawuhan Lor, Karangsari,
Sumberejo, Urunggantung, Selok Besuki, Klanting, Kebonagung,
Bondoyudo, Selok Gondang.

d. Kecamatan Padang: Padang, Mojo, Babakan, Barat, Bodang, Kalisemut,

Merakan, Kedawung, Tanggung.

2 Ibid,
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. Kecamatan Gucialit: Gucialit, Kenongo, Pakel, Dadapan, Sombo, Jeruk,

Kertowono, Wonokerto, Tunjung.

Kecamatan Senduro: Pandansari, Senduro, Burno, Sarikemuning,
Purworejo, Kadangtepus, Ranupani, Bedayu Talang, Wonocepokayu,
Kandangan, Bedayu, Argosari.

. Kecamatan Pasrujambe: Pasrujambe, Jambearum, Jambekumbu,
Sukorejo, Pagowan, Kertosari, Karanganom.

. Kecamatan Pasirian: Pasirian, Condro, Bago, Nguter, Madurejo,
Sememu, Kalibendo, Bades, Selok Awar-awar , Gondoruso.

Kecamatan Tempeh: Tempeh Kidul, Tempeh Tengah, Kaliwungu,
Lempeni, Pandanwangi, Pandanarum, Sumberjati, Jatisari, Pulo, Gesang,
Besuk, Tempeh Lor, Jokarto.

Kecamatan Kunir: Kedungmoro, Kunir Lor, Kunir Kidul, Sukosari,
Sukorejo, Jatigono, Jatimulyo, Jatirejo, Dorogowok, Kabuaran.

. Kecamatan Pronojiwo: Pronojiwo, Supiturang, Oro-oro Ombo,
Sumberurip, Taman Ayu, Sidomulyo.

Kecamatan Candipuro: Candipuro, Sumberrejo, Sumberwuluh,
Penanggal, Kloposawit, Tambakrejo, Jarit, Jugosari, Sumbermujur ,
Tumpeng.

. Kecamatan Tempursari: Tempursari, Tempurejo, Bulurejo, Kaliuling,

Purorejo, Pandungsari, Tegalrejo.
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n. Kecamatan Tekung: Tekung, Wonosari, Wonogriyo, Karangbendo,
Wonokerto, Tukum.

0. Kecamatan Rowokangkung: Rowokangkung, Sumbersari, Sumberanyar,
Dawuhan Wetan, Kedungrejo, Sidorejo, Nogosari.

p. Kecamatan Randuagung: Randuagung, Kalidilem, Banyuputih Lor,
Buwek, Ledoktempuro, Pejarakan, Tunjung, Gedangmas, Kalipenggung,
Ranuwurung, Ranulogong, Salak.

q. Kecamatan Kedungjajang: Kedungjajang, Grobokan, Krasak, Umbul,
Pandansari, Tempursari, Curahpetung, Wonorejo, Bandaran, Bence,
Sawaran Kulon.

r. Kecamatan Klakah: Klakah, Mlawang, Ranupakis, Tegalciut, Sruni,
Duren, Tegalrandu, Kudus, Kebonan, Sumberwringin, Sawaran Lor,
Paparingan.

s. Kecamatan Rojopolo: Rojopolo, Banyuputih-Kidul, Kaliboto Lor,
Kaliboto Kidul, Sukosari.

t. Kecamatan Yosowilangun: Yosowilangun Kidul, Yosowilangun Lor,
Kalipepe, Kebonsari, Munder, Karanganyar, Tunjungrejo, Karangrejo,
Krai, Wotgalih, Kraton.

u. Kecamatan Ranuyoso: Ranuyoso, Ranubedali, Wates Wetan, Wono Ayu,

Tegalbangsri, Alun-alun, Wates Kulon, Penawungan, Jenggrong.’

3 http://www.pa-lumajang.go.id/wilayah-yuridiksi diakses pada tanggal 14 Juni 2012.
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri
dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.
Selanjutnya dalam pasal 26 Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang
Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera
Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. Sedangkan seorang Sekretaris dan
dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 43 Undang-Undang ini.

Struktur organisasi di lembaga peradilan sangat penting guna
mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing
bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Lumajang adalah

sebagai berikut:*

1. Ketua : Drs. Mohammad Taufiqg MH.
2. Wakil Ketua : Dr. H. A. Bisri Mustagim, MH.
3. Hakim : Drs. H. Husnul Chuluq, SH., MH.

Dra. Hj. Khoiriyah Syarqowi
Drs. Anwar, SH.

Drs. Sudono, MH.

4 http://www.pa-lumajang. go.id/struktur-organisasi diakses pada tanggal 14 Juni 2012.
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Drs. Santoso, MH.
H. Moh. Yasin, SH.
Drs. Achmad Suyuti
Drs. Abd. Rouf, MH.

H. Achmad Nabbani, SH.

4. Panitera/Sekretaris : H. Mahmud, SH.
5. Wakil panitera : M. Wiyanto, SH.
6. Panmud Hukum : Zahri Muttaqin, S.Ag.
Staf : Faris Handoko, SH., Nur Aini, SP., Sony
Sahuri
7. Panmud Permohonan  : Dra. Chumami, SH.
Staf : Nasrul Abyad, SH., Andik Wicaksono, SH
8. Panmud Gugatan : H. Mat Halil, SH.
Staf : Zubaidah, Lilik Uswatul Hasanah, Darliana

Farikhah, Dinia Nailul Farah, S.Hi.

9. Wakil sekretaris : Moch. Agus Syamsul Arief, SH.
10. Kasub Umum : Sih Harsono
Staf : Ana Muthma’innah, A.Md., Sarto, Sutik,

Muhammad Wahyudi, Rohmatun Nisa’.
11. Kasub Keuangan : Nunuk Yusidah, SH.

Staf : Rusdiyanto, Berti Yussi Ekasari, A.Md.
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12. Kasub Kepegawaian : Mas Khabibah Nur, SH.
13. Panitera pengganti : Teguh Santoso, SH.,
Moch. Agus Syamsul Arief, SH.
Ramli, S.H.
14. Jurusita pengganti : Nunuk Yusidah, SH.
Mas Khabibah Nur, SH.
Sih Harsono
Rusdiyanto

Zubaidah

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Gugatan Kewarisan atas Obyek Sengketa
yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri

Pada tanggal 24 Januari 1983 terdapat seorang meninggal dunia di
Dukuh Besuki Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Semasa
hidupnya Almarhum tidak dikaruniai seorang anak, sehingga saat meninggal
Almarhum hanya meninggalkan ahli waris seorang istri, 1 saudari kandung, 2
saudara kandung dan 6 keponakan.

Selang beberapa bulan tepatnya tanggal 17 Mei 1983 Saudari
Almarhum meninggal dunia, beberapa tahun kemudian kedua Saudara
Almarhum juga meninggal dunia masing-masing pada tanggal 25 Mei 1986 dan
tanggal 30 Nopember 1992. Pada tahun 2001 Istri Almarhum pun kemudian

menyusulnya ke liang lahat. Sehingga saat kasus ini diajukan pada tanggal 09
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Nopember 2010, 17 orang Penggugat, Tergugat Il dan 4 orang Turut Tergugat

merupakan keponakan dari Almarhum yang mewakili orang tuanya sebagai

saudara kandung dari Almarhum menuntut pembagian harta peninggalan

Almarhum yang belum pernah dibagi sejak Almarhum meninggal. Harta

peninggalan yang menjadi obyek sengketa dalam kasus ini berupa:

1.

Harta bawaan berupa sebidang tanah beserta 2 bangunan rumah dan 1
bangunan musholla yang berdiri diatas tanah yang tercatat dalam Buku
Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 859 Persil 155 D 1 seluas + 0076
da / 760 m* atas nama Almarhum yang terletak di Dukuh Besuki Desa
Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sebelah Utara
berbatasan dengan tanah sungai, sebelah Timur dengan sawah Cipluk,
sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Netik, dan sebelah Barat dengan
jalan Desa Nguter.

Harta bawaan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib
Pajak / C Desa Nguter Nomor 20 tersebut S II seluas + 2981 da / 29810 m’
atas nama Almarhum yang terletak di Dukuh Bulak Gempol Desa Nguter
Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sebelah Utara berbatasan
dengan tanah sungai Duren, sebelah Timur dengan sawah Surojo, sebelah
Selatan dengan tanah Jakim, tanah madrasah, dan sebelah Barat dengan

tanah Alwi.
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Obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan
keponakan dari istri Almarhum, dan Tergugat II sebagai salah satu keponakan
dari Almarhum tanpa menghiraukan hak dan kepentingan para penggugat dan
turut tergugat yang juga mewakili sebagai ahli waris dari Almarhum. Para
Penggugat sudah berusaha dengan jalan damai meminta kepada Tergugat I dan
Tergugat II agar mau mengadakan pembagian warisan atau harta peninggalan
Almarhum, namun tidak berhasil.

Dalam perkara ini para Penggugat juga meminta Pengadilan Agama
Lumajang untuk meletakkan sita jaminan (conmservatoir beslag) atas obyek
sengketa terrsebut, hal ini dimaksudkan agar pihak Tergugat tidak dapat
mengalihkan obyek sengketa ini kepada pihak lain selain para Penggugat dan

Turut Tergugat sebagai wakil ahli waris dari Almarhum.’

. Proses Persidangan dalam Perkara Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Hukum Acara Perdata, maka
para pihak pencari keadilan harus melalui beberapa tahap persidangan yang telah
ditetapkan. Setelah jurusita memanggil para Penggugat dan Tergugat secara
resmi dan patut, Para Penggugat dan para Tergugat hadir pada hari persidangan
yang telah ditetapkan. Tahap pertama yang dilakukan adalah mediasi. Dalam
perkara ini proses mediasi didampingi oleh Drs. Anwar, SH sebagai mediator,

namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga

* Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj



64

proses dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan oleh para
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Penggugat.
Dalam pokok perkaranya Penggugat menggugat para Tergugat dengan
gugatan primer dan subsidair. Gugatan primer dari para Penggugat adalah
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menctapkan menurut hukum ahli waris Almarhum yang telah meninggal
dunia pada tanggal 24 Januari 1983 adalah:
a. Janda Almarhum
b. Saudara perempuan kandung Almarhum
c. 2 Saudara laki-laki kandung Almarhum
d. Penggugat XVI, Penggugat XVII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
Turut Tergugat I1I, dan Tergugat Il sebagai keponakan dari Almarhum.
3. Menetapkan Saudara perempuan Almarhum meninggal dunia pada tanggal 17
Mei 1983 dan meninggalkan anak yaitu:
a. Turut tergugat IV
b. Penggugat IX
c. Penggugat VIII
4. Menetapkan saudara laki-laki Almarhum meninggal dunia pada tanggal 25
Mei 1986 dan meninggalkan anak yaitu:

a. Penggugat II
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b. Penggugat III
c. Penggugat IV
d. Penggugat V
e. Penggugat VI
f. Penggugat VII
g. Penggugat I
5. Menetapkan saudara laki-laki Almarhum meninggal dunia pada tanggal 30
Nopember 1992 dan meninggalkan anak yaitu:
a. Penggugat X
b. Penggugat XI
c. Penggugat XII
d. Penggugat XIII

e. Penggugat XIV

™

Penggugat XV

6. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa pada perkara ini adalah
harta asal / harta peninggalan / warisan Almarhum yang belum pernah dibagi.
dan para Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat mewakili orang tuanya
dan janda Almarhum sebagai ahli waris dari Almarhum berhak menerimanya.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang
telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Lumajang.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum.
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9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapatkan
hak dan kuasa dari padanya untuk mau menyerahkan dalam keadaan kosong
bagian masing-masing ahli waris. Apabila tidak dapat dibagi menurut
wujudnya, maka harus dibagi menurut nilai harganya dengan cara dijual
lelang melalui ketentuan hukum yang berlaku, dan bila para Tergugat ingkar
maka pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (polisi).

10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam
perkara ini.

11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan meskipun ada verzet,
banding dan kasasi atau upaya hukum lain.

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Sedangkan gugatan subsidair dalam gugatan ini adalah agar Pengadilan
Agama Lumajang memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Dalam pemeriksaan selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV tidak perlu
dipanggil lagi karena setelah beberapa kali dipanggil untuk datang menghadap
persidangan, mereka tidak pernah datang atau mengirim wakil atau kuasa yang
sah untuk menghadap persidangan.

Tahap selanjutnya adalah jawaban Tergugat atas gugatan dari para
Penggugat yang dalam hal ini disampaikan melalui kuasa hukumnya berupa

jawaban tertulis pada tanggal 24 Mei 2011 dengan dilampiri fotokopi Putusan
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Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei

2002, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT.

Sby tanggal 24 Pebruari 2003, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010, masing-masing fotokopi putusan

tersebut telah di nezegelen oleh pejabat yang berwenang.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 136 HIR bahwa eksepsi
selain kompetensi absolut harus disampaikan bersamaan dengan jawaban
pertama terhadap pokok perkara,® maka dalam perkara ini pihak Tergugat
menyertakan eksepsi dalam jawabannya. Eksepsi tersebut berupa:

1. Eksepsi obscuur libel (dasar hukum dalil gugatannya tidak jelas) dalam hal
ini tidak jelasnya obyek gugatan, mengingat obyek sengketa merupakan harta
yang diperoleh oleh Almarhum dari hasil babat hutan ketika hidupnya dan
selanjutnya menikah. Jadi dalam gugatan tersebut belum jelas apakah dalil
gugatan merupakan perbuatan melawan hukum/penguasaan tanah tanpa hak
ataukah pembagian harta warisan.

2. Eksepsi ne bis in idem (perkara yang diajukan sudah pernah diputus oleh
Pengadilan Negeri Lumajang dan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti).
Perkara perdata yang diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan nomor

6 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 423.
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register 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj ini sama persis dengan perkara perdata
yang diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj
tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang
telah berkekuatan hukum tetap. Obyek sengketa sama persis dari segi letak,
luas dan batas-batasnya, sedangkan untuk penggugat terdapat penambahan
subyek hukum, perkara perdata di Pengadilan Negeri Lumajang diajukan oleh
2 orang penggugat (Penggugat VII dan Penggugat XVII), sedangkan
penggugat di Pengadilan Agama Lumajang bertambah schingga menjadi 17
orang penggugat. Karena syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1917
KUHPerdata telah terpenuhi, maka perkara perdata ini sudah bisa dikatakan
ne bis in idem.

Jawaban dari para Tergugat dalam eksepsi adalah menolak gugatan
para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat
tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai pokok perkara para Tergugat menolak
gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para Penggugat
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Alasan para
Tergugat menolak dengan tegas dalil posita para penggugat tersebut dikarenakan

obyek sengketa adalah hasil jerih payah Almarhum murni dari hasil membabat
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hutan, bukan mendapat warisan, hibah atau membeli tanah sengketa dan karena
Penggugat XVII dan Penggugat VII telah diberi bagian oleh Almarhum.

Jawaban para Tergugat tersebut ditanggapi oleh kuasa para Penggugat
melalui Replik tertulis pada persidangan tanggal 31 Mei 2011 yang pada
pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya. Untuk menanggapi replik dari
para Penggugat, duplik pun disampaikan secara lisan oleh kuasa para Tergugat
pada persidangan tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap seperti
jawabannya pada tanggal 24 Mei 2011.

Setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama adanya gugatan
para Penggugat, jawaban para Tergugat, serta adanya Replik dan Duplik dari
para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi diteruskan
dengan pembuktian para pihak.

. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam
Menangani Perkara Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA .Lmj.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim harus mempunyai
pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama
Lumajang dalam menangani perkara Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj akan
diuraikan sebagai berikut:

Dasar hukum Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah

karena sudah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk menangani
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perkara kewarisan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam, tempat
tinggal para pihak pun termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Lumajang. Sehingga sudah merupakan kewajiban Pengadilan Agama Lumajang
sebagai salah satu lembaga Peradilan untuk menangani perkara yang diadukan
oleh para pihak.’

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatannya. Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi yang didampingi oleh Drs.
Anwar, SH sebagai mediator, namun tidak berhasil menempuh jalan damai.
Sedangkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dalam pokok gugatan di
Pengadilan Negeri Lumajang yang telah berkekuatan hukum tetap sama persis
dengan obyek sengketa dalam perkara di Pengadilan Agama Lumajang yang
masih dalam proses pemeriksaan.

Berkenaan dengan eksepsi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1976 No. 64K/sip/1973
disebutkan bahwa sudah merupakan Yurisprudensi tetap MARI bahwa ada atau
tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja,
melainkan terutama Mahkamah Agung bahwa obyek sengketa sudah diberi
status tertentu oleh Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan pasti serta alasannya adalah sama.

7 Sudono, Wawancara, Pengadilan Agama Lumajang, 06 Juni 2012.
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Subyek hukum dan obyek sengketa dalam perkara perdata yang
diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal
28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan
hukum tetap sama persis dengan perkara perdata di Pengadilan Agama Lumajang
dengan nomor register 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Sehingga perkara a quo bisa
dikatakan subyek maupun obyek adalah ne bis in idem, dengan kata lain syarat-
syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata telah terpenuhi.

Selanjutnya karena para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, maka sebelum
memeriksa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
memeriksa dan mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat.

Eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Tergugat adalah ne bis in idem
yaitu eksepsi yang diajukan karena perkara yang diajukan oleh para Penggugat
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang dan telah berkekuatan hukum
tetap dan pasti. Pengajuan eksepsi ini dilengkapi dengan fotokopi putusan
Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei
2002, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby

tanggal 24 Pebruari 2003, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004
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tanggal 17 Mei 2006 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009

tanggal 03 Maret 2010 yang dilampirkan bersama dengan jawaban para

Tergugat. Berkas-berkas tersebut dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim untuk

menyatakan bahwa ternyata apa yang disengketakan dalam perkara nomor

2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj telah mendapat status hukum dari pengadilan yang
lebih dahulu mengadilinya terhadap perkara a quo yaitu Pengadilan Negeri

Lumajang, sehingga dalam perkara ini melekat unsur ne bis in idem.

Suatu putusan dapat dikatakan ne bis in idem jika di dalamnya
terdapat beberapa unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa: “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh
kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah
sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan
oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.
Unsur-unsur yang bersifat kumulatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Dalam perkara ini
telah jelas bahwa perkara yang sama, sebelumnya sudah pernah diajukan di
Pengadilan Negeri Lumajang dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lumajang pada tanggal 04 Maret 2002 dengan nomor register

18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002.
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2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan
hukum tetap. Hal ini terlihat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri
Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24
Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004
tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009
tanggal 03 Maret 2010 yang dilampirkan dalam jawaban Tergugat.

3. Putusan bersifat positif. Suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila
pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan
hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.
Sehingga penjatuhan positif ini mengakibatkan apa yang disengketakan
bersifat Litis Finiri Oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam
gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak
terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, sehingga menurut Majelis
Hakim bahwa perkara a quo telah mengikat para pihak, sehingga tertutup
upaya hukum lagi bagi para pihak, karena itu hukum tidak memperkenankan
para pihak mengajukan perkara ini ke pengadilan lain yang dalam hal ini
adalah Pengadilan Agama Lumajang.

4. Subjek atau pihak yang berperkara sama. Dalam perkara ini terjadi
penambahan Penggugat, ketika mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri

Lumajang hanya terdapat 2 orang Penggugat yaitu Penggugat VII dan
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Penggugat XVII, sedangkan saat mengajukan perkara ini di Pengadilan
Agama Lumajang, Penggugat bertambah sehingga menjadi 17 orang
penggugat.

5. Objek gugatan sama. Dalam hal ini adalah harta bawaan berupa sebidang
tanah beserta 2 bangunan rumah dan 1 bangunan musholla yang berdiri diatas
tanah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor
859 Persil 155 D 1 seluas + 0076 da/ 760 m* atas nama Almarhum dan harta
bawaan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C
Desa Nguter Nomor 20 tersebut S II seluas + 2981 da / 29810 m’ atas nama
Almarhum.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2011, kuasa para
Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa yang menjadi obyek
sengketa dalam perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang,
bahkan sampai menempuh upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali. Kuasa para Penggugat juga membenarkan adanya fotokopi putusan-
putusan dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lumajang), tingkat
Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya), dan Mahkamah Agung (Kasasi dan
Peninjauan Kembali), sebagaimana yang dilampirkan dalam jawaban para
Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis

Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa benar perkara a quo
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telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang. Majelis Hakim
berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan para Tergugat mengajukan eksepsi
ne bis in idem telah terbukti. Dan karena pertimbangan itulah maka eksepsi
Tergugat harus dikabulkan.

Dalam pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
karena cksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan para Penggugat yang
menyangkut terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena setelah beberapa kali
dipanggil para Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah mengirim wakil atau
kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, maka untuk
pemeriksaan selanjutnya para Turut Tergugat tidak perlu dipanggil lagi. Putusan
ini tidak mengubah status hukum terhadap mereka sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa isi putusan ini tidak perlu lagi diberitahukan kepada para
Turut Tergugat tersebut.

Karena para Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah maka
berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara di bebankan kepada para Penggugat.

. Amar Putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam Perkara Nomor
2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

Bagian yang terpenting dalam sebuah putusan adalah amar putusan,

karena amar putusan ini merupakan penentuan bagi para pihak yang berperkara.
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Amar putusan berisi keputusan Majelis Hakim dalam mengadili sebuah perkara
setelah bermusyawarah dengan berbagai pertimbangan yang ada.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum
lainnya yang berkaitan dengan perkara di atas, maka putusan dijatuhkan pada
hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11
Sya’ban 1432 Hijriyah, Drs. SUDONO, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. ACHMAD NABBANI, SH dan IMAM MAHDI, SH., MH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. CHUMAMI, SH., sebagai
Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Penggugat VII, XVII dan kuasa para
Tergugat. Dalam putusan Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj amar putusannya
adalah sebagai berikut:

MENGADILI
1. Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi para Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara:
a. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
b. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
diperhitungkan sebesar Rp 2.528.000 (Dua juta lima ratus dua puluh
delapan ribu rupiah).
Majelis Hakim menerima eksepsi para Tergugat dalam perkara nomor

2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj karena eksepsi ne bis in idem dari para Tergugat
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mempunyai alasan hukum, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1917

KUHPerdata.®

8 Sudono, Wawancara, Pengadilan Agama Lumajang, 11 Juni 2012.



